
PEMERINTAH KABUPATEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 
KABUPATEN MELAWI TAHUN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG M

Menimbang : bahwa 
Undang
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 150 ayat (3) 
Undang
Pemerintahan Daerah serta dengan memperhatikan 
Penjabaran Unda
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 
Tahun 2005
Jangka Panjang Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang
Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang
Keuangan Negara  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang
Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten 
Sekadau  di Propinsi Kalimantan Barat  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, 
Tambahan 
3839);

4. Undang
Perencanaan Pembangunan nasional
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5. Undang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik  Indonesia Nomor 4437)
telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 1
Kedua Atas Undang
tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 200
Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor

PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR   8  TAHUN  2012

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 
KABUPATEN MELAWI TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 150 ayat (3) 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah serta dengan memperhatikan 
Penjabaran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 
Tahun 2005-2025 mengamanatkan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Melawi Tahun 2005-2025.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003
Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten 
Sekadau  di Propinsi Kalimantan Barat  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3839);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik  Indonesia Nomor 4437)
telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor

DAERAH 

Pasal 13 ayat (2) 
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 150 ayat (3) 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah serta dengan memperhatikan 
Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 
2025 mengamanatkan Rencana Pembangunan 

Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Undang Dasar Negara 
Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara  (Lembaran Negara Republik 

Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

34 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten 
Sekadau  di Propinsi Kalimantan Barat  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

Tahun 2004 tentang Sistem 
(Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik  Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-

2 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara 
Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 4844);



7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4700); 

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang 
Tata Cara, Penyusunan Rencana Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4664);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4816); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 104).

16. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 21 Tahun 
2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat 
Daerah Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah 
Kabupaten Melawi Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 47) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2011  tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Melawi 
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi 
Perangkat Daerah Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah 
Kabupaten Melawi Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 87).

Dengan…



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI

dan

BUPATI MELAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA 
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN 
MELAWI TAHUN 2005-2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesa Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi.

4. Bupati adalah Bupati Melawi. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi.

6. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 
Melawi.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD terdiri dari 
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis 
Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Melawi Tahun 
2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJPD Kabupaten Melawi
adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 
(dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 

9. RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu 
pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Kalimantan Barat. 

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Melawi, 
yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Melawi adalah dokumen 
perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Melawi untuk 5 (lima) 
tahun. 

11. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati terpilih 
yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan 
RPJM Nasional dan kondisi lingkungan strategis di daerah.

12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada 
akhir periode perencanaan.

13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II…



BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN 

Pasal 2

(1) Program Pembangunan Daerah Kabupaten Melawi periode 2005–2025
dilaksanakan sesuai dengan RPJPD Kabupaten Melawi. 

(2) Rincian dari Program pembangunan daerah Kabupaten Melawi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran Peraturan 
Daerah ini. 

Pasal 3

Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 
Kabupaten Melawi Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut : 
BAB I : Pendahuluan.
BAB II : Kondisi Analisis dan Prediksi Umum Kabupaten Melawi.
BAB III : Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Melawi Tahun 2005-2025.
BAB IV : Arah Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Melawi Tahun 

2005-2025.
BAB V : Kaidah Pelaksanaan.

Pasal 4

RPJPD Kabupaten Melawi Tahun 2005-2025 sebagaimana tercantum dalam 
lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 

Pasal 5

(1) RPJPD Kabupaten Melawi menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD 
yang memuat visi, misi dan program Bupati.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan 
memperhatikan RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional. 

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Pemerintah Kabupaten Melawi melakukan pengendalian dan evaluasi 
pelaksanaan RPJPD Kabupaten Melawi.

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk 
menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang 
sedang menjabat pada tahun terakhir masa jabatannya diwajibkan 
menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama 
periode masa jabatan Bupati berikutnya. 

(2) RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai 
pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
tahun pertama periode masa jabatan Bupati berikutnya. 

BAB V…



BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Melawi. 

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal                    2012

BUPATI MELAWI,

FIRMAN MUNTACO

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal                          2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI, 

                 IVO TITUS MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2012 NOMOR 8



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR  8 TAHUN  2012

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 
KABUPATEN MELAWI TAHUN 2005-2025

I. UMUM 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Melawi
disusun berpedoman pada RPJPD Provinsi dan RPJP Nasional, dalam 
bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Melawi. 
Dengan demikian, dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat 
hal-hal yang mendasar, dan arahan secara garis besar sehingga memberi 
keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan 
tahunannya. 

Pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Melawi Tahun 2005-2025
merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya. Dalam dua puluh 
tahun mendatang sangat penting dan mendesak bagi masyarakat 
Kabupaten Melawi untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah-
langkah, antara lain bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya 
manusia, lingkungan hidup dan kelembagaannya sehingga dapat mengejar 
ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang 
kuat di tingkat regional dan nasional. Kurun waktu RPJP Daerah 
Kabupaten Melawi adalah 20 (dua puluh) tahun. Pelaksanaan RPJPD 2005-
2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam 
periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) 
tahunan, yang dituangkan dalam tiap-tiap tahap RPJPD yaitu : RPJPD 
tahap pertama, RPJPD tahap kedua, RPJPD tahap ketiga, dan RPJPD tahap 
keempat. 

RPJPD Kabupaten Melawi digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan 
RPJMD. Dalam penyusunan RPJMD sesuai dengan visi, misi dan program 
Bupati terpilih secara langsung oleh rakyat. RPJMD memuat strategi 
pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, serta kebijakan 
keuangan daerah. Dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan 
menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang 
sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan 
menyusun RKPD dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(RAPBD) pada tahun pertama periode Pemerintahan Bupati berikutnya, 
yaitu pada tahun 2010, 2015, 2020, dan 2025. Namun demikian, Bupati 
terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk 
menyempurnakan RKP dan APBD pada tahun pertama pemerintahannya 
melalui mekanisme perubahan APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 
Kurun waktu RPJPD sesuai dengan kurun waktu RPJP Nasional.

Sedangkan…



Sedangkan periodisasi RPJMD tidak dapat mengikuti periodisasi RPJM 
Nasional dikarenakan pemilihan Bupati tidak dilaksanakan secara 
bersamaan waktunya. Disamping itu, Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan 
setelah dilantik menetapkan RPJMD sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah RPJPD 
Kabupaten Melawi Tahun 2005-2025 adalah untuk : 

a) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian 

kebijakan umum daerah;

b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar 
daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun 

antara Pusat dan Daerah;

c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efekif, 

berkelanjutan; dan

e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 

Perencanaan jangka panjang lebih condong pada kegiatan olah pikir yang 
bersifat visioner, sehingga penyusunannya akan lebih menitikberatkan 
partisipasi segmen masyarakat yang memiliki olah pikir visioner seperti 
perguruan tinggi, lembaga-lembaga strategis, indvidu pemikir-pemikir 

visoner serta unsur-unsur penyelenggara negara yang memiliki kompetensi 
olah pikir rasional dengan tetap mengutamakan kepentingan rakyat banyak 
sebagai subyek maupun tujuan untuk siapa pembangunan dilaksanakan. 

RPJPD harus disusun dengan mengacu pada RPJPD provinsi dan RPJP 
Nasional sesuai karakteristik dan potensi Daerah. Selanjutnya RPJPD 
dijabarkan lebih lanjut dalam RPJMD. RPJMD merupakan visi dan misi 
Bupati terpilih. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7…



Pasal 7 

Yang dimaksud dengan RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah 
Kabupaten Melawi, yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan 
menggunakan bahan dari Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja 
Pemerintah Daerah (SKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang 
mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi dan 
Nasional. Yang dimaksud RKPD dan APBD tahun pertama adalah RKPD 
dan APBD tahun 2010, 2015, 2020, 2025. Kepala Daerah terpilih 
periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk 
menyempurnakan RKPD dan APBD pada tahun pertama 
pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBD. 

Pasal 8

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 109
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PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI

NOMOR   8  TAHUN  2012

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 

KABUPATEN MELAWI TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

		Menimbang

		:

		bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 150 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta dengan memperhatikan Penjabaran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2005-2025. 







		Mengingat

		:

		1.

		Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;



		

		

		2.

		Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



		

		

		3.

		Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau  di Propinsi Kalimantan Barat  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);



		

		

		4.

		Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 



		

		

		5.

		Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 4844);



		

		

		6.

		Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



		

		

		

		7. Undang-Undang…



		

		

		7.

		Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 



		

		

		8.

		Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 



		

		

		9.

		Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);



		

		

		10.

		Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



		

		

		11.

		Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



		

		

		12.

		Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara, Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);



		

		

		13.

		Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



		

		

		14.

		Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 



		

		

		15.

		Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104).



		

		

		16.

		Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2011  tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 87).

Dengan…





Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI

dan

BUPATI MELAWI

MEMUTUSKAN:





		Menetapkan

		:

		PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2005-2025







BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesa Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi.

4. Bupati adalah Bupati Melawi. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi.

6. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Melawi.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJPD Kabupaten Melawi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 

9. RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Kalimantan Barat. 

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Melawi, yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Melawi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Melawi untuk 5 (lima) tahun. 

11. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional dan kondisi lingkungan strategis di daerah.

12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 



BAB II…



BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN 

Pasal 2

(1) Program Pembangunan Daerah Kabupaten Melawi periode 2005–2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD Kabupaten Melawi. 

(2) Rincian dari Program pembangunan daerah Kabupaten Melawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran Peraturan Daerah ini. 



Pasal 3

Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Melawi Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut : 

BAB I 	: 	Pendahuluan. 

BAB II 	: 	Kondisi Analisis dan Prediksi Umum Kabupaten Melawi. 

BAB III 	: 	Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Melawi Tahun 2005-2025.

BAB IV 	: 	Arah Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Melawi Tahun 2005-2025.

BAB V 	: 	Kaidah Pelaksanaan.



Pasal 4

RPJPD Kabupaten Melawi Tahun 2005-2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal 5

(1) RPJPD Kabupaten Melawi menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi dan program Bupati. 

(2)	RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional. 



BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Pemerintah Kabupaten Melawi melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Melawi.

(2)	Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 



BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

(1)	Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang menjabat pada tahun terakhir masa jabatannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode masa jabatan Bupati berikutnya. 

(2)	RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode masa jabatan Bupati berikutnya. 



BAB V…



BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi. 



Ditetapkan di Nanga Pinoh

pada tanggal                    2012

BUPATI MELAWI,





FIRMAN MUNTACO



Diundangkan di Nanga Pinoh

pada tanggal                          2012 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI, 





                 IVO TITUS MULYONO



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2012 NOMOR 8


PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI

NOMOR  8 TAHUN  2012

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 

KABUPATEN MELAWI TAHUN 2005-2025





I. 	UMUM 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Melawi disusun berpedoman pada RPJPD Provinsi dan RPJP Nasional, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Melawi. Dengan demikian, dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, dan arahan secara garis besar sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya. 

Pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Melawi Tahun 2005-2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya. Dalam dua puluh tahun mendatang sangat penting dan mendesak bagi masyarakat Kabupaten Melawi untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah, antara lain bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaannya sehingga dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di tingkat regional dan nasional. Kurun waktu RPJP Daerah Kabupaten Melawi adalah 20 (dua puluh) tahun. Pelaksanaan RPJPD 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam tiap-tiap tahap RPJPD yaitu : RPJPD tahap pertama, RPJPD tahap kedua, RPJPD tahap ketiga, dan RPJPD tahap keempat. 

RPJPD Kabupaten Melawi digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD. Dalam penyusunan RPJMD sesuai dengan visi, misi dan program Bupati terpilih secara langsung oleh rakyat. RPJMD memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, serta kebijakan keuangan daerah. Dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada tahun pertama periode Pemerintahan Bupati berikutnya, yaitu pada tahun 2010, 2015, 2020, dan 2025. Namun demikian, Bupati terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKP dan APBD pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kurun waktu RPJPD sesuai dengan kurun waktu RPJP Nasional.

Sedangkan…

Sedangkan periodisasi RPJMD tidak dapat mengikuti periodisasi RPJM Nasional dikarenakan pemilihan Bupati tidak dilaksanakan secara bersamaan waktunya. Disamping itu, Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dilantik menetapkan RPJMD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah RPJPD Kabupaten Melawi Tahun 2005-2025 adalah untuk : 

a) 	mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian kebijakan umum daerah; 

b)	 menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; 

c) 	menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; 

d) 	menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efekif, berkelanjutan; dan

e) 	mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 

Perencanaan jangka panjang lebih condong pada kegiatan olah pikir yang bersifat visioner, sehingga penyusunannya akan lebih menitikberatkan partisipasi segmen masyarakat yang memiliki olah pikir visioner seperti perguruan tinggi, lembaga-lembaga strategis, indvidu pemikir-pemikir visoner serta unsur-unsur penyelenggara negara yang memiliki kompetensi olah pikir rasional dengan tetap mengutamakan kepentingan rakyat banyak sebagai subyek maupun tujuan untuk siapa pembangunan dilaksanakan. RPJPD harus disusun dengan mengacu pada RPJPD provinsi dan RPJP Nasional sesuai karakteristik dan potensi Daerah. Selanjutnya RPJPD dijabarkan lebih lanjut dalam RPJMD. RPJMD merupakan visi dan misi Bupati terpilih. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7… 

Pasal 7 

Yang dimaksud dengan RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Melawi, yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi dan Nasional. Yang dimaksud RKPD dan APBD tahun pertama adalah RKPD dan APBD tahun 2010, 2015, 2020, 2025. Kepala Daerah terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKPD dan APBD pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBD. 

Pasal 8

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 109

image1.jpeg







